
 
 
 
 
 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN CIAMIS 

 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN CIAMIS 

 
NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 

 
TENTANG 

 
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK 

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015 

 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS, 
 

Menimbang 
 
 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9  
Tahun 2015 tentang Pencalonan  Pemlihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, 
KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan 
pencalonan untuk partai politik, dengan keputusan 
KPU Kabupaten/Kota sebelum pengumuman 
persyaratan Pasangan Calon; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Pencalonan  Pemlihan Gubernur dan                       
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan 
KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada penetapan 
perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan penetapan 
perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Ciamis tentang Persyaratan Pencalonan untuk 
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 
Tahun 2015. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12                   

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2               
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5316); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21                   
Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012                   
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1                 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 8  Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44             
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati serta Walikota dan                         
Wakil Walikota; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2                 
Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan                      
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara 
Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah. 
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Memperhatikan : 1. Perjanjian Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan                

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 antara 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran 
dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Ciamis Nomor : 270/11.Huk.Org/2015 dan           
Nomor : 117/KPU-Kab/PILBUP/I/2015; 

2. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 
49/Kpts/KPU-Kab/011.657118/XI/2014 tentang 
Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Ciamis 
Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab/011.657118/XI/2014 
tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi 
Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan 
dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah 
Induk dan Pemekaran; 

3. Berita Acara Model EB – INDUK/PEMEKARAN 
Nomor : 33/BA/XI/2014 tentang Penetapan 
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta 
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil 
Penataan dan Pengisian Keanggotaan Pada Daerah 
Induk dan Pemekaran; 

4. Berita Acara KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 
11/BA/V/2015 tentang Keputusan Rapat Pleno 
Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

CIAMIS TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN 
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI 
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015. 
 

PERTAMA : Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik memperoleh paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran 
atau 35 (tiga puluh lima) kursi x 20/100 = 7 Kursi; 
 

KEDUA : Persyaratan pencalonan untuk partai politik atau 
gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 
25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan 
suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 
atau 232.307 x 25/100 = 58.077 suara sah; 
 

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA 
hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh 
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pangandaran; 
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KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan 

ketentuan akan dilakukan perubahan dan atau 
perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. 

 
 

Ditetapkan di  : Pangandaran 
Pada tanggal   : 18 Mei 2015 
 

KETUA 
 

ttd. 
 

KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si. 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN 
Kepala Sub Bagian Hukum,      
                                                                                                                                                                                                                            
 
 

IPUNG SUKARDI, SH. 
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